
GUBERJ.~ LAMPUNG 

KEPU'l'USAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ ~~, jVI.03/H:K/2019
 

TENTANG 

PEMBE:NTUKAN TIM TERPADU OPERASI 'l'1JSTISI PENAGIHAN PAJAK
 
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALII{ NAMA KENDARAAN BERl\'IOTOR
 

JENIS K&NDARAAN ALAT BERAT/BESAR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 

GUBERNUR LAMFUNG, 

Menimbang a . bahwa salah satu sumber pendapatan daerah sebagai sumber 
keuangan daerah rnelalui sektor pajak adalah Paj ak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor dari j enis 
kendaraan alat bcrar/besar serta Pajak Air Permukaan; 

b.	 bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan 
sektor Pajak Kendaraan Bcrmotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dari jenis kendaraan alat beratjbesar 
serta Pajak Air Permukaan seba ga ima n a ter sebu t pacta huruf a 
tersebut di atas perlu dibentuk Tim Te rpadu Operasi Yustisi 
Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea. Balik Nama 
Kendaraan Bermotor .Jenis Keri dar aan Alat BeratjBesar dan 
Pajak Air Permukaan dan menetapkannya dengan Keputusan 
Gubernur Lampung; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan .Jalan; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nom or 55 Tahun 20 16 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Paj ak Daerah; 

5. Peraturan Pe merintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang .Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Be rlaku 
pacta Kepolisian NegaraRepublik In don esia ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Adrninistrasi Manunggal Satu Atap 
Kendaraan Bermotor; 

7.	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2012 tentanz Regisnasi dan Identifikasi Kendaraan 
Bermotor; 

8 . Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah , sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Prcvinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 6 Tahun 2018 
tentang Anggaran Peridapatan ua n Bclanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2019; 
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Memperhatikan: 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 201] tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Larnpung 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah J enis Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ; 

2 . Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan F'eraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 2 Tahun 201] tentang Pajak Daerah Jenis Pajak 
Kendaraan Bennotor (PKB); 

3. Peraturan Gubemur Larnpung Nornor Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air 
Permukaan di Provinsi Lampung: 

4. Instruksi Eersama Menteri Pertahanan dan Keamanan , Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, 
Nomor: 973-1228, Nomor: SKPE/02/X/1999 tentang 
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu 
Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan 
PemungutanPajak Kcndaraan Bermotor, Sea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor atau Santunan Wajib Dana Kecelakaan 
Lalu Lintas Jalan; 

5 . Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 
Daerah Lampung dengan Dirias Pendapatan Provinsi Lampung 
dan PT. Jasa Raharja (PE RS ERO) Cabang Lampung Nomor: 
B/2166/VII/2011, Nomor: 1 J9/0623/II1.18/06/2016 dan 
Nomor: SKEP/Ol/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem 
Administras ~ Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi 
Bersama P -meriksaan Adminietrasi Kendaraan Bermotor di 
Provinsi Lampung; 

6.	 Peraturan Gubernur Lampung No rno r 81 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 20 19; 

7. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 83 Tahun 2018 tenrang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lamp.ing Tahun Ariggaran 2019 ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBSN"'UKAN TIM 
TERPADU OPERASI YUSTISI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
JENIS KENDARAAN ALAl' BERAT/BESAR DAN PAJAK AIR 
PERMUKAAN. 

KESATU	 Membentuk Tim Terpadu Operasi Yustisi Penagihan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Jenis Kendaraan Alat Berat/ Besar dan Pajak Air Permukaan, 
dengan susunan personalia sebagairnana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA	 Tim sebagaimana dirnaksud pada Dikturn Kesatu mempunyai 
tugas: 

a.	 bersama-sama melakukan investigasi, audit dan periagihan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor untuk jenis keridaraan alat berat serta Pajak Air 
Permukaan kepada wajib pajak pribadijbadan usaha 
berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Lampung; dan 



b . m elakukan penyelidikan dan penyidikan terhada p waj ib paja k 
pribadijbada n u saha yan g diindika sika n melaku kan 
pela n ggara n terhadap pera tura n peru n da ng-u n da n gan 
perpaja kan . 

KETIGA	 Dalam mendukun g pelaksa n aa n tuga s Tim , d ibentu k Sekretariat 
Tim yan g berked udukan di Bada n Pen dapata n Daera h Provin si 
Lampung, yan g bertugas dalam h al pengur usan ad mini s tra s i, 
dengan susu n a n person alia seba ga ima n a tercantu m da lam 
Lampiran II Keputu sa n in i. 

KEEMPAT	 Tim sebagaimana dimaksu d pa da Diktum Kesa tu melaporkan 
hasil pe laksa naan tu ga snya dan bertan ggung jawa b kepada 
Gubernur Lam pu n g. 

KELlMA	 Da lam melaksana kan tuga snya , Tim da n Sekretariat Tim 
sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu da n Diktu m Ketiga 
d iberika n hon orariu m yan g besarnya disesu ai kan den gan Standar 
Satu an Ha rga Ba rang dan J a sa Provin si Larnpu ng. 

KEENAM	 Biaya ya n g dikelu arka n akibat d ite tapkan nya Kepu tu san in i 
d ibeba n kan kepada An ggaran Pen da pata n dan Bela nja Daerah 
Provins i Lam pu ng Tahun An ggaran 20 19 pada Doku men 
Pelaksan aan Angga ran Bada n Pen da pa tan Daera h Provin si 
Lam pu ng. 

KETUJUH	 Kepu tu san in i mulai berlaku pa da ta n ggaI ditetapkan, den ga n 
keten tu a n apabila di kemu dia n h ari temya ta terda pat kekeIiruan 
dalam keputusan in i akan diadakan pem betu la n sebaga imana 
mestinya. 

Ditetapka n di Telukbetu ng 
pada tanggal t ~ - '\ - 20 19 

GUBERNUR LAM,~...,. 

Tembusan: 
1. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi RI di J akarta ; 
2 . Inspektur Provins i Lampung di Bandar Lampung; 
3 . Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4 . Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan . 
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LAM PlRAN I	 KEPUTUSAN GUB ERNU R LAMPUNG 
NOMOR : G j ]3\ j VI. 03j HK j 201 9 
TANGGAL : Ie, 1\ - 20 19 

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU OPERASI YUSTISI
 
PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 
KENDARAAN BERMOTOR J ENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR
 

DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 

I.	 Pengarah 1. Gubern u r Lampung 
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung 
3. Kepala Kejaksaan Tin ggi Lampung 
4 . Un s u r Badan In telijen Negara 

II.	 Ketua Sekretaris Daera h Pro vin si Lampung 
III. Wa kil Ketua Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daera h Provin si 

La m pu ng 
IV.	 Sekretaris Kepala Badan Penda pa tan Daerah Provinsi Lampung 
V.	 Wa k il Sekre ta ris Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampu ng 
VI. Anggo ta	 1. ln s pektur Provin s i La m pu ng 

2.	 Kepa la Badan Keu angan Daerah Provinsi La mpung 
3 .	 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provin s i Lam pung 
4.	 Tenaga Ahli Gubem u r Lampung Bidang Hu kum 
5 .	 Un s u r Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
6.	 Un s u r Badan Pengelo laa n Lin gk u ngan Hidu p Daerah 

Provin s i Lampung 
7.	 Un s u r Tipiter Kepolisia n Daerah Lampung 
8 .	 Un su r Asda tu n Kejaksaa n Tinggi La m pu ng 
9.	 Unsur Bada n Intelegen Nega ra 
10 . Uns u r Bank Pem ba ngu nan Daerah Lampu ng. 
11 . Un s u r	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polis i 

Pamong Praja Provinsi Lampung 
12. Sekretaris Badan Pendapa ta n Daerah Provinsi La m pu ng 
13 . Kepala Bida ng Pajak Bada n Pendapa tan Daerah Provis i 

Lampung 
14. Kepala Bida ng Pengem ba nga n dan Informasi Penda pa tan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi La m pu ng 
15. Kepala Bidang Pem binaa n dan Pengenda lia n Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi La m pung 
16 . Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Penda pa tan Daerah 

Provinsi Lam pung 
17. Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah 

Prov insi Lampung 
18 . Kepala Su b Bidang Teknologi Informas i Badan Penda patan 

Daera h Provins i La m pu ng 
19 . Kepala Sub Bidang Da ta dan In fonnasi Bada n Penda patan 

Daerah Provinsi Lampung 
20 . Kepala Su b Bagia n Peny u s u na n Pro du k Huku m Penetapa n 

Biro Hukum Sekretaria t Daera h Provins i La m pu ng 

M. &_.... & & 
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LAMPIRAN II	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : G / ?;,\ / Vl. 03 / HK / 20 19 
TANGGAL : \Q - '\ ' 20 19 

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
 
TIM TERPADU OPERASI Yll STISI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT
 
BERAT/ BESAR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 

1.	 Ketua Kepala Sub Bida n g Keberatan dan Adrn inis trasi Pelapora n 
Pajak Badan Penda pa tan Daerah Provinsi La rnpung 

II.	 Sekretaris Kepala Sub Bidang Pem binaa n da n Pen gen dalia n 
Penerim a a n Paj a k Badan Pen da pata n Daerah Provinsi 
La m p u n g 

III.	 Anggota 1. Irfa n Herrnayadi, SE , MT (Ana lis Penagihan Pajak 
pada Sub Bidang Paja k II Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Larnpung) 

2 .	 Zeldawaty, SH (Pen gelola Pendaftaran da n Penda taan 
Pajak da n Retribu s i pada Sub Bidang Paja k I Ba da n 
Pendapatan Daerah Provinsi Larnpun g) 

3.	 Ryan Madya Na nda sya h , SH , MH (Pen gelola 
Pendaftaran dan Pen dataa n Pajak da n Retribu s i pa da 
Sub Bida ng Paja k I Ba da n Penda pa tan Daerah 
Provinsi Lampun g) 

4.	 Hend riz Cha n dra , SH , M.Si (Ana lis Berkas Sen gketa 
pada Su b Bidang Keberatan da n Adrnin istra s i 
Pelapora n Paj ak Badan Penda pa tan Daerah Provin s i 
Larnpung) 

5.	 Yunita Meirani, S.Hut, MM (Pengelola Data Pelayanan 
Perpajaka n pada Sub Bidang Pajak II Badan 
Pendapatan Daerah Pro vin si Lampung) 

6 .	 Efrinaldi, S.P i (Ana lis Penagihan Pajak pa da Sub 
Bidang Pajak I Badan Pen da patan Daerah Provins i 
La rnpu n g) 

7 .	 Hanafi, SE (Ana lis Kebijakan Paja k dan Re tribusi 
Daera h pada Sub Bidan g Pajak I Badan Penda pa tan 
Daerah Provins i Lam pung) 

8 .	 Rozali , S.I P (Ana lis Penagihan Pajak pada Sub Bidang 
Pajak II Badan Pendapa tan Daerah Provins i Larnpung) 

9 .	 Nursa hriya ti , S .Korn (Ana lis Kebija kan Pajak dan 
Retribusi Daerah pada Su b Bidang Pajak I Badan 
Pendapatan Daerah Pro vins i Lam pun g) 

10 .	 Mardalen a (Tena ga Kontra k pada Su b Bidan g Pajak I 
Badan Penda pa tan Daerah Provinsi Lam pu ng) 

11. Allan J aya	 Nega ra (Tena ga Kontrak pada Sub Bida ng 
Pajak 1 Ba dan Pendapa tan Daerah Provins i Lam p u ng) 

12. Jonathan Wirawa n , SE (Tena ga Kon tra k pada Su b 
Bidang Keberatan dan Adm inis tra s i Pelaporan Paja k 
Badan Pendapatan Daera h Provins i Lampu ng) 


